
RILIS DKPP

DKPP Buka Tanggapan Masyarakat Terhadap 76 Nama Calon TPD Unsur
Masyarakat Periode 2024-2025

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumumkan 76
nama yang menjadi calon Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur masyarakat untuk periode
2024-2025, pada Rabu (16/10/2024).

Ketua DKPP Heddy Lugito menyebut nama-nama calon TPD unsur Masyarakat periode
2024-2025 diumumkan berdasar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan DKPP
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah.

“DKPP akan mempublikasi 76 nama calon TPD unsur masyarakat periode 2024-2025
melalui laman www.dkpp.go.id dan semua media sosial DKPP selama lima hari, mulai 16
Oktober sampai dengan 22 Oktober 2024,” kata Heddy.

Ia menambahkan, pengumuman ini dilakukan sebagai bentuk tranparansi DKPP guna
mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Tanggapan dari masyarakat ini sangat penting
guna memastikan kepantasan 76 nama calon TPD unsur masyarakat, baik dari segi
kompetensi dan rekam jejak.

76  nama  ini  terdiri  dari  akademisi,  praktisi  hukum,  dan  orang-orang  yang  pernah
berkecimpung dalam dunia  kepemiluan.  Calon-calon  TPD unsur  masyarakat  sendiri
harus memenuhi 10 syarat, di antaranya adalah berusia 40 tahun, tidak menjadi anggota
partai politik setidaknya dalam waktu lima (5) tahun, berpendidikan minimal S-1, dan tidak
pernah dipidana penjara berdasar putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun.

“Silahkan simak dengan seksama nama-nama calon TPD tersebut.  Kami  membuka
seluas-luasnya masukan dan tanggapan masyarakat terkait 76 nama calon TPD unsur
masyarakat periode 2024-2025,” tegas Heddy.

Heddy menambahkan,  masyarakat  dapat  mengirimkan tanggapannya tentang calon-
calon TPD unsur masyarakat melalui email bag.tpd@dkpp.go.id. Menurutnya, tanggapan
masyarakat ini nantinya akan diklarifikasi langsung kepada calon yang bersangkutan.

“Tanggapan dari masyarakat ini kami buka untuk memastikan bahwa nama-nama ini
memang pantas untuk diangkat dan dikukuhkan menjadi TPD periode 2024-2025. Kami
tidak ingin ada blind spot,” tegasnya.

Namun, jika sampai 22 Oktober 2024 tidak ada tanggapan masyarakat yang diterima
DKPP, lanjut Heddy, maka 76 nama ini akan dikukuhkan DKPP sebagai TPD dalam waktu
dekat ini.

“DKPP akan mengukuhkan tiga unsur TPD periode 2024-2025 yang berasal dari  38
provinsi pada 7 November 2024 di Jakarta,” ungkap Heddy.

Ia juga menyebut masyarakat dapat menanyakan langsung terkait  pengukuhan TPD
periode  2024  dengan  menghubungi  call  center  DKPP  1500101  dan  media  sosial
(medsos) DKPP.
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Untuk diketahui, TPD merupakan tim ad hoc yang dibentuk DKPP untuk membantu DKPP
melaksanakan  sidang  pemeriksaan  dugaan  pelanggaran  Kode  Etik  Penyelenggara
Pemilu (KEPP) di daerah.

Keanggotaan TPD terdiri dari unsur KPU Provinsi/KIP Aceh, unsur Bawaslu Provinsi, dan
unsur masyarakat. Berbeda dengan TPD unsur masyarakat, TPD unsur KPU Provinsi
/KIP Aceh dan unsur Bawaslu Provinsi ditetapkan DKPP berdasar usulan dari lembaga
masing-masing. [RILIS HUMAS DKPP]

Sekretaris DKPP,

     ${ttd}

Dr. Ir. David Yama, M.Sc, MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19770606 200112 1 001
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Nama Calon Tim Pemeriksa Daerah
Periode 2024-2025

NO PROVINSI NAMA

1
Aceh

Ir. Tharmizi, M.H
2 Vendio Ellafdi, S.E., Ak
3

Sumatera Utara
Syafrida R. Rasahan

4 Dr. Hisar Siregar, S.H., M.Hum

5
Sumatera Selatan

 Dr. Chandra Zaky Maulana, M.M
6 Hendri Almawijaya
7

Sumatera Barat
Elly Yanti, S.H

8 Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP., MA
9

Riau
Gema Wahyu Adinata, S.H

10 Dimas Suprapto, S.Kom., M.Kom
11

Kepulauan Riau
Timbul Dompak, S.E., M.Si

12 Dr. Suryadi, S.P., M.H.

13
Jambi

Dr. H. M. Nazori Majid, M.Si., MIFA
14 Dr. Mohd. Yasin SHI. MH
15

Bangka Belitung
Dr. Wargito, S.E., M.M

16 Edi Setiawan, S.P., M.Si
17

Bengkulu
DR. Zacky Antony, S.H., M.H

18
Prof.  Dr.  Emilda  Sulasmi,  M.Pd.,  CIQNR.,  CHRM.,
CPM., CT., CPSP

19
Lampung

Dr. Fitri Yanti, M.A., CLAud.CLCO
20 Dr. Yusdianto, S.H., M.H
21

DKI Jakarta
Dr. Sitti Rakhman, S.P., M.M., C.Me

22 Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H
23

Banten
Ferry Faturokhman, S.H., M.H., Ph.D

24 Dr. Firdaus, S.H., M.H.

25
Jawa Barat

Martinus Basuki Herlambang, S.E., S.H., M.H
26 Dr. Nina Yuningsih, S.Ag., S.Pd., M.M

27
Jawa Tengah

Prof.  Dr.  Lita  Tyesta  Addy  Listya  Wardhani,  S.H.,
M.Hum

28 Ahmad Sabiq, S.IP., M.A
29

Jawa Timur
Hari Tri Wasono, S.H

30 Eko Sasmito
31

D.I. Yogyakarta
Retno Agustin

32 Drs. Arif Nurcahyo, M.A

33
Bali

Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.kn

34 Dr. I Made Sarjana, S.P., M.Sc

35
Nusa Tenggara Barat

Dr. Syafril, S.Pd., M.Pd
36 Dr. Syamsul Hidayat, S.H., M.H
37

Nusa Tenggara Timur
Yosep Dasi Jawa, SH

38 Farhan Suhada, S.Sos., M.Si
39

Kalimantan Barat
Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum 

40 M. Fajrin, S.H., M.H 
41

Kalimantan Tengah
Dr. Anyualatha Haridison, M.Si

42 Prof. Dr.  Hj. Hamdanah, M.Ag
43 Kalimantan Selatan Dr. Anang Sophan Tornado., S.H., M.H., M.Kn
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44 Prof. Dr. Ani Cahyadi, S.Ag, M. Pd.
45

Kalimantan Timur
Prof. Dr. Hj. Aji Ratana Kusuma, M.Si

46 Hairul Anwar

47 Kalimantan Utara Dr. Ir. Adi Sutrisno., MP

48 H. Mumaddadah, S.H., M.H

49
Gorontalo

Dr. Ramli Mahmud, S.Pd., MA

50 Dr. Sri Dewi Rahmawati Nani, SH., MH
51

Sulawesi Utara
Presly Prayogo, S.H., M.H

52 Anis R. Toma, S.PdI., M.Pd
53

Sulawesi Barat
Muhammad Rivai, S.Pd., M.Pd.I

54 Dr. Fitrinela Patonangi, S.H.,M.H.
55

Sulawesi Tengah
Dr. Nurhayati Mardin, S.H., M.H

56 Dr. Ritha Safitri, S.Sos, M.Si 
57

Sulawesi Tenggara
Dr. Syafril Kasim, S.P., M.ES

58 Prof. Iskandar, SP., M.Si., Ph.D
59

Sulawesi Selatan
Dr. Fauzia P. Bakti., S.H., M.H

60 Ir. Mirfan, MT., M.Kom., IPM., ASEAN Eng 

61
Maluku

Bin Raudha Arif Hanoeboen, S.E., M.E.
62 Dr. Hanok Mandaku, S.T., M.T
63

Maluku Utara
Rahmatullah Yahya

64 Gunawan A. Tauda, S.H. LL.M
65

Papua
Yulius Gerson Athanasius Thesia, S.H

66 Dr. Petrus Irianto, S.H., M.Pd., M.H 
67

Papua Barat
Sefnath Jitmau, S.T

68 Edward Kuway
69

Papua Pegunungan
Dr. Rafael Kapura, S.IP., M.Si 

70 Yupri Yikwa, S.E., M.M
71

Papua Barat Daya
Dr. James Jansen Kastanya, SE., MM

72 Rajab Lestaluhu, S.H., M.H
73

Papua Tengah
Yulianus Nukuwo S.Sos

74 Nicodemus Rahanra, S.T., M.T
75

Papua Selatan
Natalis Asegop, S.Pd., M.M

76 Agus Susanto Kurniawan, S.Sos., M.Si
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Dr. Ir. David Yama, M.Sc, MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19770606 200112 1 001
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